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a.

WALIKOTA MAGELANG,

b

dz:“;r?;:;:‘n’zf;g;ca meningkatkan pembinaan, pelayanan

penyclc“ggami . ag”cmaa%‘. haji agar dalam pelaksanaan

berjal N ibadah haji di Kota Magelang dapat
lancar dan tepat waktu,

& penyelengaraan ibadah haji di

an aman, nyaman, tertib,
perlu pengaturan tentan
daerah;

Eﬁ‘:igd;:‘m rangka melaksanakan ketentuan Undang-
Ibadah Halrj[ilor pl . Tz?hu“ 2008 tentang Penyelenggaraan
Véikind )1, Pemerintah Daerah bertanggung jawab

AP penyelenggaraan dan pembiayaan transportasi

jemaah flaji dari dacrah asal ke embarkasi dan dari
debarkasi ke daerah asal;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Walikf::ta tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan
Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
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Menetapkan

10.

11,

12.

Undﬂng-undung

N tentang
Pcmb-':muk;m Pera omor 12  Tahun 2011

Negara R ; turan ptmndang-und;_mgan {[,cmbaran
Tambah “RuBl Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
. an i . _ .

5234); Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Peraturan Pemer
Pengelolaan Keua
Indonesia Tahun
Negara Republik |

ntah Nomor 58 Tahun 2005 tcnu,u?g
Ngan Dacrah (Lembaran Negara Republik
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

ndonesia Nomor 4578);

Peraturan  Pemerinap, Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pcmbz{gian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Ffmcnntah Daerah Provinsi dan Pemerintah Dacrgh
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik [ndonesia

Tahun.ggo-; Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345),

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan

Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah
Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008
tentang Susunan, Kedudukan, Dan Tugas Pokok Organisasi
Sckretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Dacrah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun
2008 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009
tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);

Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;

Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor
D/792 Tahun 2012 tentang Pedoman Transportasi Jemaah

Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke
Daerah Asal;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN

IBADAH HAJI DAERAH DAN PEMBIAYAAN TRANSPORTASI
JEMAAH HAJL
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan :

chrah adalah Kota Magelang,

rmcrintah Dacrah _adalah Walikota dan Perangkat Daecrah scbag
Pcn}'dcnggam pemerintahan daerah,

ai unsur

walikotd adalah Walikota Magelang.

(padah Haji adalah rukun Islam ke lima yang merupakan kewajiban §
seumur hidup bagi sctiap orang Islam yang mampu menunaikannya.

Jcmiiah Haji adalah J{.:Hlilah Haji yang berangkat dari Kota MagC_Iang dan
relah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesual dengan
pch)’ﬁmmn yang ditetapkan,

penyclenggaraan Ibadah Haji Dacrah adalah rangkaian kegiatan
claksanaan ibadah haji meliputi pelayanan pemberangkatan J¢
dari dacrah asal ke embarkasi dan pemulangan dari debarkasi ke dacrah a

ckali

pcngclolaa{}
maah hajl
sal

piaya transportasi adalah biaya pengangkutan yang dipergunakan aclemia
pcmbcmngkatan dan pemulangan bagi Jemaah Haji.

gmbarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji dengan pesawat
terbang.

Debarkasi adalah tempat pemulangan Jemaah Haji dari pesawat terbang.
satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Magelang.

Instansi terkait adalah Lembaga/instansi Pemerintah yang terkait dalam
penyelenggaraan ibadah haji daerah.

Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kota Magelang.

panitia Penyelenggara Ibadah Haji Dacrah yang selanjutnya disingkat PPIHD

adalah panitia yang dibentuk oleh Walikota untuk melaksanakan
penyelenggaraan Ibadah Haji Dacrah.

Petugas Haji Dacrah adalah petugas haji yang ditetapkan oleh Walikota untuk
memberikan pelayanan kepada jemaah haji di kloter.

Tim Pcmand.l..l Haji Dacrah yang sclanjulnya disingkat TPHD adalah Tim
pPemandu Haji Dacrah Kota Magelang.

Tim Keschatan Haji Daerah yang sclanjutnya disingkat TKHD adalah Tim
Kesehatan Haji Daerah Kota Magelang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.
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BAB ||
M
AKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasa) 2
d ditetapkannyy per t
faksu ; aturan w;
) f*cnycltnggﬂmﬂn ibadah haji dj dqcm}':

Tujuan ditelupkannyy pe

H faturan Walikotn o . _ i n
(2 jayanan bagi jemaah haji daerap, aga;kc?m s G 5 et
ib dan lancar,

alam pelaksanaannya berjalan aman,

" likota in; adalah sebagai acuan dalam

tert

Pasal 3
quank lingkup yang diatur dalam Peraturg

n Walikota ini meliputi:
4 penyelenggaraan Ibadah Haji Dacrah:

piaya operasional dan  biayy : :
§ pemulangan Jemaah Haji; dap, AR ey 0

.. Biaya operasional TPHD dan TKHD.

BAB I11
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH

Bagian Kesaty
Umum

pemerintah Daerah berkoording

: si dengan Kementerian Agama dan instansi
terkait dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah.

. Bagian Kedua
Panitia Penyelenggara Ihadah Haji Daerah

Pasal 5

(1) Dalam hal kelancaran Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, Walikota membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah
Haji Daerah dengan melibatkan unsur dari SKPD, Kementerian Agama
dan/atau instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2) Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

a. merencanakan, melaksanakan, mengarahkan  dan  mengendalikan
pelaksanaan Penyelenggaraan [badah Haji Daerah.

b. menyusun dan menyampaikan Laporan
Transportasi Pemberangkatan dan Pemula
Walikota melalui Sekretaris Daerah,
pemulangan Jemaah Haji.

Pertanggungjawaban Biaya
ngan Jemaah Haji kepada
paling lama 3 (tiga) bulan setelah
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Bagian Keliga

Petugas Haji Daerah

P.'I.Tum al ]
Ui

Pasal i
ik Relancaran, - kenvamanag

) U ksanaan ibadab haji; Wali dan kemudahan jemanh hajl - dalam
U pela penvertal jemanh hagi g,“m dapay mengangkat Petugas Haji Dacrah
\“1{\!.11:""'-“- - odan bertugas membantu Tim Pemandu Hag
hesi.
[ 4y
e Hatt Daerah sebaeai ,
N petugas Hu | bagaimana dimaksud pada avat (1) terdiri atas:
rpHD: dan/atau \
p. TRHD.

Paragraf 2

Yoy
Persyaratan Petugas Haji Daerah

Pasal 7
(ueas Haji Daerah sebagaimana dimaksud d

alam pasal 6 harus memenuhi
psyaratan umum dan persvaratan Khusus. ¥

pe

| Pasal 8§
persvaratan umum sebagaimana dimaksud dal
warga negara Indonesia;

am pasal 7, meliputi:

p. beragama Islam;

ci [Eiial JRSTAR dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari
dokter;

4. memiliki kompetensi dan keahlian sesuai bidang tugas;

e. memiliki integritas dan kemampuan manajerial;

f. “wmihki.km}d”c yang baik dibuktikan dengan surat pernyatnan dari
atasan/pimpinan;

g. masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun:
mampu membaca Al Quran;

i, mampu berbahasa Arab dan atau Inggris;

j tidak sedang terlibat dalam proses hukum:

k. tidak sebagai mahram atau dimahrami:

1

diusulkan oleh pimpinan instansi/unit terkait.
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Pasal 9

(n Khusus sebag
.llfl'l
}|r|‘“ ) .

I
0 mki—lukt,‘ I
ll ey minimal 35 (tiga pulun lima) tahun dan

mimana
dimaksud dalam, pasal 7, meliputi:

maksimal 55 (limn puluh

3 Hnm] gnhun;
sendidiknn diutamakan strata gayy, (S1);

; k ‘ . ,

. pakan sudah menunaikan ibadah haji;

(lill““
g {luli"““"k"n mampu berbahagg Arab dar

5. Japat membaca Al Quran dan mengua
(. vrlal " gy
mcnnhkn kemampuan manwjerial; dan

Y atau Inggris;
sat manasik hayji;

: giusulkan oleh pimpinan unit kerjanya,
b, T;KI{]L)I\'.i-lﬂki/p?mm]mnn,:
Q: umur minimal 35 (tiga puluh lima) tahun dan maksimal 50 (lima puluh)
rahun,
5 memiliki sertifikat/ijazah bidang kesehatan;
:l. diutamakan sudah menunaikan ibadal haji;
5. diutamakan mﬂﬂ)PU.bcrbnhnsn Arab dan atau Inggris; dan
6. diusulkan oleh pimpinan unit kerjanya,

Paragraf 3
Penetapan Petugas Hajt Daerah

Pasal 10

1) TPHD sebagaimana diftltlksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a ditetapkan
( gengan Keputusan Walikota,

TKHD scbagaimana dir_nulcsud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diusulkan olch
Dinas keschatan dan di tetapkan dengan Keputusan Walikota.

3) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan
kepada Gubernur untuk memperoleh kuota keberangkatan.

WJum]Hh petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disesuaikan dengan
kemampuan keuangan daerah dan kuota jemaah haji.

(2)

Bagian Keempat
Transportasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji

Pasal 11

(1) Penunjukan pelaksana sarana transportasi dilakukan dengan memperhatikan
aspek keamanan, kenyamanan dan elisiensi.

(2) Pelaksanaan sarana transportasi menggunakan angkutan khusus (sewa) dan
bukan angkutan yang dipergunakan angkutan umum atau regular, dengan
mengacu pada jadwal keberangkatan dan kepulangan jemaah haji.

(3) Pelaksanaan sarana transportasi wajib memberikan asuransi terhadap jemaah
haji.
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«me p(-nunjukun dan
JekMlud padaayat (1)
A gim
\“"d‘l

Pelaksany, N
; rrdllian .‘iilr}ln;i - et b;l aimand
)crdusurku“ otirit trunsportasi sebag

q Uan  peraturan perundang-
per

BAB 1v
PEMBIAYAAN
Bagian Kesary

UmUm

Fe

; Dacrah bertanggyp, _
I‘r”‘r”ﬂl‘lltll?i Dacrah. BEUNgIawab atay Pembiayaan Penyclenggaraan
h
piayaan  Penyelengparaan
![_'[ﬂ *

Ibada}
ud pada ayat (1) meliputj-: '

) ! ks
17 qima . ;
giaya Opcrasional dan Biaya Transporasi

1

' piaya operasional TPHD dan TKHD,
b

Haji  Daerah scbagaimana

Bagian Kedua
Biaya Operasional dap Biaya Transportasi Jemaah Haji

jaya operasional dan biaya transporgs; scbagaimana dimaksud dalam Pasal
(1) ?‘a avat (2) huruf a meliputj :

a. biaya operasional pemberangi iy, jemaah haji dari Daerah ke
embarkasi dan pemulangan jemaap haji dari debarkasi ke Daerah.

p. biaya transportasi pemberangkatan jemaah haji dari Daerah ke
embarkasi dan Pemulangan jemaah haji dari debarkasi ke Daerah.

Ay Besaran dan rincian biaya operasional dan biaya transportasi sebagaimana

) gimaksud pada ayat (1), memperhatikan data jemaah haji dari Kantor
Kementerian Agama dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Dacrah.

Bagian Ketiga
Biaya Operasional TPHD dan TKHD

Pasal 14
giaya opcrasional TPHD dan TKHD scha
[2} humf a mC]ipUti}

a. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH); dan

b. Biaya akomodasi.

gaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

Pasal 15

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 dibebankan pada APBD.,
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. BAB v
ETENTUAN PENUTUP

memer;
Mpatanny, Ntahkan pengundangan Peraturan

Ditetapkan dj Magelang

Paqatanggal 19 Aguets 24

ALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

piundangkan di Magelang
pada tanggal 13 A’gv?hrc 2014

SEKRETARIS DAER\H KOTA MAGELANG

SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2014 NOMOR 26
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